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EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
SEBAGAI LEMBAGA QUASI PERADILAN DALAM MEMUTUSKAN
SENGKETA KONSUMEN DAN PERMASALAHANNYA

Arman Tjoneng

Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung,
E-mail: armantjoneng@yahoo.com

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan bahwa betapa pentingnya hak-hak konsumen,
sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi
keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam
perkembangan di masa-masa yang akan datang, dimana perwujudannya dalam perkembangan politik
dan ckonomi di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Dalam bidang perlindungan konsumen, suatu hal yang mendapatkan perhatian serius terkait
konflik yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Konflik ini merupakan sebuah keniscayaan,
artinya bisa muncul kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu, agar konflik ini tidak menimbulkan
kerugian, maka secara tegas dalam UUPK diatur mengenai penyelesaian konflik dalam bidang
perlindungan konsumen yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen,

BPSK sebagai lembaga quasi peradilan sangat diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian
hokum kepada konsumen yang menjadi korban atas perilaku pelaku usaha. Kenyataannya, ada beberapa
putusan BPSK yang justru dianggap melewati batas kewenangan yang diberikan oleh UU kepada BPSK
sebagai lembaga quasi peradilan sehingga hal tersebut dapat “menciderai” keberadaan BPSK, seperti
putusan BPSK yang mengandung unsur pidana, dan keterlibatan BPSK terhadap perkara yang
sebenarnya bukan kewenangan dari BPSK.

Permasalahan tersebut diatas haruslah diselesaikan dengan sebaik-baiknya agar penerapan hukum
perlindungan konsumen khususnya terkait penyelesaian konflik dapat berjalan dengan maksimal. Jika
hal ini tidak segera diatasi dengan segera dan berulang secara terus-menerus, maka dikhawatirkan
penegakan hukum perlindungan konsumen mengalami antiklimaks yang hanya membawa bangsa ini
menuju sebuah “kemunduran dalam era modernisasi”.

Kata Kunci:
Hukum Perlindungan Konsumen, Konflik, Putusan BPSK, Permasalahan.

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang komplek karena manusia selain mempunyai hak-hak dasar
yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Seringkali
hak dan kewajiban tersebut menimbulkan berbagai kepentingan. Oleh karena itu tidak salah jika
manusia adalah penyandang kepentingan. ' Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia mengkonsumsi

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 1.
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barang atau jasa yang dihasilkan oleh manusia lain sehingga manusia selain disebut sebagai konsumen
juga dapat disebut sebagai pelaku usaha.

Sebagai konsumen, maka manusia akan mencari harga dari barang atau jasa yang ditawarkan
kepadanya dengan harga yang serendah-rendahnya. Sebaliknya, sebagai pelaku usaha, manusia akan
mencari keuntungan sebanyak-banyaknya walaupun terkadang dalam usahanya itu seringkali
bersinggungan dengan pelaku usaha lainnya yang pada akhirnya gesekan-gesekan antar pelaku usaha
seringkali membuat konsumen menjadi pihak yang dirugikan. Hal ini diakibatkan posisi konsumen
yang rentan sebagai korban sehingga dirasakan perlunya perlindungan konsumen agar konsumen
terhindar dari dominasi pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sengketa antara konsumen
dengan pelaku usaha merupakan hal yang tidak dapat dihindari dimana sengketa tersebut harus dapat
diselesaikan dengan cara yang bijak dan tepat agar pemenuhan hak konsumen dapat berjalan dengan
baik.

Pada tahun 1962, Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy dalam pidatonya di depan Kongres
Amerika Serikat mengemukakan 4 (empat) hak konsumen, yaitu: the right of safety, the right to be
informed, the right to choose dan the right to be heard.”

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat
bahwa hak-hak konsumen merupakan "generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata
kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang.’

Dalam pemenuhan perlindungan konsumen, maka pemerintah telah mengesahkan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK) yang
disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1999 dan berlaku efektif satu tahun
kemudian yaitu tepatnya tanggal 20 April 2000.

Dalam bidang perlindungan konsumen, suatu hal yang mendapatkan perhatian serius terkait
konflik yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Konflik ini merupakan sebuah keniscayaan,
artinya bisa muncul kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu, agar konflik ini tidak menimbulkan
kerugian, maka secara tegas dalam UUPK diatur mengenai penyelesaian konflik dalam bidang
perlindungan konsumen, yaitu dalam Bab X, Pasal 45 - 48 UUPK.

Berdasarkan ketentuan tentang penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam Bab X
UUPK, ditegaskan bahwa konflik yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen diselesaikan melalui
jalur litigasi maupun non litigasi berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak. Pasal 48 UUPK
menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi mengacu kepada ketentuan yang
berlaku dalam peradilan umum. Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan inilah yang dapat dilakukan
dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK)
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 - Pasal 58 UUPK. )

Tujuan pembentukan BPSK adalah untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha dengan
menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi. Keberadaan BPSK diharapkan akan menjadi bagian dari pemerataan keadilan,
terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa di antara konsumen
dan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga konsumen jarang untuk mengajukan sengketanya
di Pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dan besarnya kerugian yang di alami.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK, maka keputusan BPSK ini adalah final dan
mengikat bagi para pihak yang bersengketa, serta putusan BPSK ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri

2 Endang Sri Wabyuni, Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitan Dengan Perlindungan Konsumen, (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2003), him. 90-92.
> Ibid,,
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setempat di mana konsumen dirugikan untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur
dalam Pasal 57 UUPK.

Sehubungan dengan hal tersebut seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa BPSK sebenarnya
semula dibentuk untuk penyelesaian perkara-perkara kecil, karena kebanyakan kasus-kasus sengketa
konsumen berskala kecil dan bersifat sederhana. Jika sengketa tersebut harus diselesaikan di pengadilan,
maka justru akan “merugikan konsumen karena biaya perkara yang harus ditanggung konsumen lebih
besar daripada nilai kerugiannya”.

Namun dalam perkembangannya saat ini BPSK tidak lagi hanya berperan dalam menyelesaikan
sengketa konsumen secara administratif, melainkan dapat pula memberikan keputusan lain yang
sebenarnya di luar kewenangan dari BPSK. Hal ini yang menjadi sebuah permasalahan yang harus
diselesaikan karena jangan sampai bila BPSK “dibiarkan” untuk memberikan keputusan yang melebihi
kewenangannya, maka marwah BPSK sebagai lembaga untuk memutus perkara konsumen akan hilang.

B. PEMBAHASAN
BPSK sebagai lembaga quasi peradilan

BPSK adalah salah satu lembaga yang disebut sebagai quasi pengadilan karena BPSK diberikan
kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara hukum khususnya terkait masalah perlindungan
konsumen di mana putusannya tersebut bersifat final dan binding.

BPSK dibentuk berdasarkan amanat Pasal 49 ayat (1) UUPK yang meyatakan bahwa Pemerintah
membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa
konsumen diluar pengadilan. Berdasarkan Pasal 52 UUPK Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,
ditegaskan bahwa tugas dan kewenangan BPSK adalah : a). melaksariakan penanganan dan penyelesaian
sengketa konsumien,dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; b). memberikan
konsultasi perlindungan konsumen; c). melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku;
d). melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang
ini; ). menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; f). melakukan penelitian dan pemeriksaan sengeketa
perlindungan konsumen; g). memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap
perlindunagn konsumen; h). memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini; i). meminta bantuan penyidik untuk
menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan
huruf h, yang tidakbersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; j).
mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen,atau alat bukti lain guna penyelidikan
dan/atau pemeriksaan; k). memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak
konsumen; I). memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap
perlindunagnan konsumen; m). menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan Undangundang ini.

Proses pembentukan BPSK dimulai dari usulan pembentukan dari kepala daerah tingkat 1
kepada pemerintah pusat melalui Menteri Perdagangan dengan disertai kesanggupan menyediakan
pendanaan untuk BPSK. Komposisi keanggotaan BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan
pelaku usaha. Anasir anggota BPSK ini adalah penegasan dari aturan sebelumnya. Unsur pemerintah
diangkat dari perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan atau kabupaten tempat di mana
PBSK tersebut berada. Unsur konsumen diangkal dari wakil Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat (LPKSM) di kabupaten/kota domisili BPSK. Dalam hal LPKSM belum terbentuk,
unsur konsumen dapat berasal dari tokoh masyarakat setempal yang bukan merupakan pelaku usaha
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atau dan atau pegawai pemerintah. Unsur pelaku usaha berasal dari perwakilan pelaku usaha di
kabupaten/kota yang menjadi domisili BPSK.

Alur penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa, penuntasan masalah konsumen
memiliki kekhasan. Pihak yang bersengketa bisa memilih beberapa lingkungan peradilan. Lingkungan
peradilan tersebut meliputi, penyelesaian di pengadilan dan luar pengadilan. Hal itu sesuai dengan Pasal
45 Ayat (2) UUPK, yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara bisa dilakukan melalui cara-cara
berikut ini : 1). Cara damai. Jalan damai untuk menyelesaikan sengketa konsumen tidak melibatkan
BPSK ataupun pengadilan. Antara konsumen dan pelaku usaha menuntaskannya secara kekeluargaan.
Penyelesaiannya terlepas dari aturan Pasal 1851-1864 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di dalam
pasal tersebut terdapat aturan syarat-syarat, kekuatan hukum, serta perdamaian yang mengikat
(dading). 2). Cara menyelesaikan sengketa lewat pengadilan. Konsumen juga bisa memilih penyelesaian
lewat pengadilan. Upaya ini wajib mengikuti aturan-aturan di peradilan umum. 3). Penyelesaian perkara
lewat BPSK. Cara ketiga adalah lewat BPSK. Alur penyelesaian sengketa melalui BPSK dimulai dengan
permohonan pengajuan gugatan yang dapat dilakukan oleh konsumen atau sekelompok konsumen.
Permohonan tersebut diajukan ke BPSK terdekat dari tempat tinggal penggugat. Jika konsumen tidak
bisa mengajukan permohonan sendiri, ia diperkenankan mengirim kuasanya. Begitu pula ketika
penggugat meninggal dunia, sakit, atau lanjut usia, pengaduan dapat dilakukan oleh ahli waris yang
bersangkutan. Cara mengajukan permohonan gugatan tersebut boleh secara lisan maupun tertulis.
Asalkan semua itu memenubhi syarat undang-undang. Setelah menentukan perwakilan, selanjutnya
permohonan tertulis dikirimkan atau diserahkan ke sekretariat BPSK. Sebagai bukti telah menerima,
biasanya BPSK memberikan tanda terima tertulis. Sementara itu, khusus permohonan lisan, sekretariat
akan mencatat pengajuan penggugat di sebuah formulir. Di formulir itu nantinya ada tanggal dan
nomor pendaftaran. Jika berkas permohonan tidak lengkap atau keluar dari aturan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka BPSK berhak menolak pengajuan
permohonan. Hal itu pun dilakukan ketika permohonan yang diajukan bukan wewenang BPSK.
Sebaliknya, kalau permohonan memenuhi kriteria, BPSK wajib memanggil tergugat (pelaku usaha).
Pemanggilan tersebut berupa surat tertulis yang dilampiri gugatan dari konsumen. Proses pemanggilan
ini berlangsung paling lama 3 hari sejak berkas pemohon masuk dan disetujui BPSK. Dalam
menyelesaikan permohonan dimaksud, kedua belah pihak menentukan metode penyelesaian perkara.
Metode tersebut harus disepakati keduanya. Adapun metode yang bisa dipilih oleh para pihak adalah
a). Mediasi. Proses ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di pengadilan melalui BPSK.
Fungsi BPSK hanya sebagai penasihat. Sementara penyelesaian masalah diserahkan kepada pihak yang
bersengketa. b). Konsiliasi. Metode konsiliasi digunakan dalam penuntasan masalah konsumen di luar
pengadilan. Majelis bertugas untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. Namun, majelis hanya
sebagai konsiliator (pasif). Sementara itu, hasil putusan diserahkan kepada pihak penggugat dan
tergugat. c). Arbitrase. Pada metode arbitrase, para majelis berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara
pihak yang bersengketa. Khusus arbitrase, penyelesaian masalah dilakukan melalui pengadilan negeri
dan kasasi ke MA. Putusan MA dianggap sebagai akhir dari tahap pengaduan.

Dalam putusan BPSK, khususnya mediasi dan konsiliasi, putusan ini berisi perjanjian damai
tanpa disertai sanksi administratif. Perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani pihak yang
bersengketa. Sedangkan terkait Putusan BPSK melalui metode arbitrase, memuat putusan perkara
perdata. Setiap putusan memuat duduk perkara disertai pertimbangan hukum. Meski tiap jenis putusan
berbeda hasil, BPSK harus mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tak
kunjung tercapai, langkah selanjutnya adalah mengambil suara terbanyak. Itu pun mesti didasarkan
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pada kesepakatan pihak yang bersengketa. Putusan yang didapatkan minimal harus membuat efek jera
bagi pelaku usaha sehingga mau bertanggung jawab atas kerugian konsumen.

Permasalahan terkait putusan BPSK

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan amanat UUPK Jo. Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017, BPSK sebagai lembaga quasi
peradilan memberikan putusan yang bersifat final dan binding. Tapi kenyataan di lapangan, bahwa
terdapat cukup banyak putusan BPSK yang melewati kewenangannya berdasarkan peraturan yang
berlaku.

a. Kesalahan nyata dalam penjatuhan amar putusan.

Sesuai dengan UUPK dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-
Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sangatlah jelas fungsi dan
kewenangan BPSK. Tetapi seringkali di lapangan, BPSK membuat amar putusan yang tidak berdasarkan
pada prinsip dasar pembentukan BPSK. Contohnya kasus yang diputus oleh BPSK Tebing Tinggi.

Putusan BPSK Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP.1X/2013 terkait adanya gugatan ke
BPSK Tebing Tinggi oleh konsumen yang bernama Amor Patria Wati terhadap Pimpinan Cabang
Pembantu PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Penyabungan terkail permasalahan Pembiayaan
Al-Murabahah Pada Pt Bank Syariah Mandiri. BPSK Tebing Tinggi memutuskan bahwa:

1). Menerima seluruh gugatan konsumen;

2). Menyatakan konsumen telah mengalami kerugian sebesar Rp.780.000.000 (tujuh ratus delapan
puluh juta rupiah) dan segera membayarkan segala bentuk setelah putusan ini dibacakan;

3). Menyatakan syaral-syarat umum polis asuransi Takaful Indonesia batal demi hukum;

4). Memerintahkan Pelaku Usaha segera mengembalikan 2 (dua) Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama
suami konsumen yaitu alimarhum Ali Syahnan Harahap setelah putusan ini dibacakan;

5). Menghukum pimpinan Pelaku Usaha telah melanggar Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 dengan
hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;

6). Menyatakan putusan ini merupakan peringatan bagi Pelaku Usaha untuk tidak mengulangi
perbuatan yang sama dikemudian hari pada konsumen yang lain.

Melihat amar putusan yang diputuskan oleh BPSK tersebut, sudah sangat nyata terdapat
kekeliruan yang nyata bahwa BPSK tidak berwenang memberikan sanksi pidan kepada para pihak yang
bersengketa di BPSK karena kewenangan pemberian sanksi pidana hanya terdapat dalam badan
peradilan.

Dasar majelis hakim BPSK tersebut memberikan sanksi pemidanaan karena menurut majelis
hakim BPSK Tebing Tinggi suda sesuai dengan UUPK jo. SK Menperindag Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 yaitu “melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran UU Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Majelis Hakim BPSK Tebing Tinggi berharap bahwa
kasus ini dapat ditindaklanjuti dalam proses penyidikan kepolisian. *

Bila dikaji secara komprehensif, maka majelis hakim BPSK Tebing Tinggi telah keliru dalam
memahami isi dari SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Jika perkara ini dianggap
mengandung unsur pidana, maka dengan bukti permulaan yang cukup konsumen dapat membuat
pelaporan ke kepolisian dan kepolisian akan mengadakan penyelidikan dan penyidikan jika memang

' Sientje Kurniawati, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaikan Sengketa
" Pembiayaan Al-Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri (Analisis Putusan Bpsk Tebing Tinggi Nomor:
025/BPSK-TT/KEP.IX/2013)", Jurnal Renaissance Vol. 2, No. 2, (Agustus 2017): 293.
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perkara tersebut mengandung unsur pidana. Dengan demikian, majelis hakim BPSK Tebing Tinggi
tidak perlu memasukan amar putusan yang mengandung pemidanan, karena tidak semudah itu
menentukan seseoarang melakukan tindak pidana dan dihukum pidana penjara tanpa melalui proses
penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.’

Disisi lain, dalam kasus tersebut, dalam perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah
No.100/PYB/090/10 dimaksud, terdapat klausula yang menyatakan bahwa” apabila penyelesaian
dengan musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka para pihak sepakat untuk menunjuk dan
menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) untuk
memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku
di Badan tersebut”. Secara hokum, maka penyelesaian sengketa ini seharusnya diselesaikan melalui
BASYARNAS sesuai dengan pilihan forum dari para pihak, tetapi hal ini tidak diperhatikan oleh Majelis
Hakim BPSK Tebing tinggi karena Majelis Hakim dimaksud beranggapan bahwa ketentuan mengenai
pilihan forum tidak wajib dipenuhi karena ada aturan khusus yang terkait penyelesaian sengketa antara
konsumendan pelaku usaha.

Bila dilihat dalam berdasarkan hukum perjanjian, maka terdapat asas pacta sun servanda yang
kekuatannya berlaku mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang dimana kesepakatan tersebut
tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak dan dilaksanakan penuh dengan itikad baik sesuai
dengan Pasal 1338 KUHPerdata.

b. BPSK Memutus perkara yang bukan kewenangannya.

Bila ditelusuri didalam direktori putusan Mahkamah Agung (MA), MA sudah menganulir
ratusan keputusan BPSK terkait sengketa konsumen. Hal ini disebabkan BPSK mengadili di luar
kewenangannya yang seringkali putusan BPSK dimaksud dikuatkan oleh pengadilan negeri. Konsumen
umumnya menggugat bank, leasing, atau asuransi.

Berdasarkan UUPK, kewenangan BPSK limitatif dan hanya mengadili perkara konsumen-
produsen terkait perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi, seperti: 1). Adanya kerusakan,
pencemaran, kerugian akibat mengonsumsi barang/jasa. 2). Iklan yang tidak sesuai dengan barang. 3).
Label barang tidak sesuai dengan barang. 4). Kedaluwarsa barang.

MA juga memberi rambu-rambu tegas soal materi gugatan. Berikut ini yang dilarang MA dalam
perkara sengketa konsumen, yaitu 1). Dilarang menuntut kerugian imateriil. 2). Dilarang menuntut
dwangsom/uang paksa. 3). Dilarang menuntut sita jaminan.

Terkait masalah mengenai leasing, wanprestasi dan sebagainya antara konsumen dan pelaku
usaha, awalnya BPSK dianggap memiliki kewenangan untuk mengadili sehingga banyak putusan BPSK
terkait permasalahan dimaksud yang diperkuat oleh putusan MA.. Hal ini terlihat dalam beberapa
putusannya, yaitu No. 438 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 22 September 2008 (PT Otto Multi Artha vs M), No.
335 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 6 September 2012 (PT Mandiri Tunas Finance vs S) dan No. 589
K/Pdt.Sus/2012 tanggal 22 November 2012 (PT Sinarmas Multifinance vs ESS).* Bahkan dalam putusan
No. 267 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Juli 2012 (Novan Ferdiano vs PT U Finance Indonesia) MA menilai
putusan PN Surakarta No. 149/Pdt.G/BPSK/2011/PN.Ska tanggal 9 November 2011 salah dalam
menerapkan hukum, padahal putusan tersebut telah menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang
mengadili sengketa yang terjadi tersebut karena hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan

5 Ibid.

¢ Anonim, “Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan Nasabah”,
https://www.hukumonline.com, diakses 3 September 2019,
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Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian fidusia. Dalam pertimbangannya MA justru menguatkan
putusan BPSK dan membatalkan putusan PN Surakarta tersebut.’”

Putusan Pertimbangan Hakim
Hubungan hukum antara pemohon kasasi dan termohon kasasi berdasarkan
perjanjian pemberian fasilitas kredit. Kalaupun terjadi cedera janji, maka sengketa

No. 1 K/Pdt.Sus-

BPSK/2017

para pihak menjadi wewenang peradilan umum.
No. 56 Putusan judex facti yang membatalkan putusan BPSK dapat dibenarkan. Hubungan
K/Pdt.Sus- hukum debitor dan kreditor adalah pemberian fasilitas kredit. Sengketa ini secara
BPSK/2017 absolut menjadi kewenangan peradilan umum, bukan kewenangan BPSK.

Pulusan judex facti yang membatalkan putusan BPSK dapal dibenarkan karena
No. 8 K/Pdt.Sus- | hubungan hukum kedua pihak adalah perjanjian kredit. Cedera janji atas

BPSK/2017 pemberian fasilitas kredit menjadi wewenang absolut peradilan umum, bukan
wewenang BPSK.
No. 55 Keberatan konsumen tak dapat dibenarkan. Putusan judex facti sudah benar dan
K/PdLSus- memberikan pertimbangan yang cukup. Kedua belah pihak terikat perjanjian
BPSK/2017 pemberian fasilitas kredit. Kalau ada cedera janji atas perjanjian itu, maka itu berarti
menjadi kewenangan absolut peradilan umum.
Termohon Keberatan telah melakukan wanprestasi atau cedera janji kepada
No. 1048 Pemohon Keberatan, sehingga pokok perkara dalam sengketa a quo secara absolut
Il:{)iiti;; menjadi wewenang peradilan umum dan bukan kewenangan BPSK. Oleh karena

itu, putusan judex facti sudah tepat.

Tetapi sejak tahun 2013, terjadi pergeseran paradigma di kalangan MA sebagai pen-f-gang
otoritas badan peradilan di Indonesia. Sejak saat itu, hakim agung lebih melihat perjanjian kredit motor
baik berdasarkan perjanjian fidusia maupun hak tanggungan adalah perjanjian pada umumnya.
Termasuk ketika para pihak menggunakan istilah pembiayaan konsumen dalam perjanjiannya. Yang
menjadi permasalahannya, paradigma majelis hakim di MA ini tidak diikuti oleh majelis hakim BPSK
dimana BPSK masih menerima dan memutus perkara-perkara yang menurut penafsiran MA sudah
tidak menjadi kewenangan BPSK. Hal ini terlihat dari beberapa putusan MA yang menganulir berbagai
putusan BPSK dimaksud, yaitu :*

Selain contoh kasus-kasus di atas, maka terdapat Putusan BPSK yang bertentangan dengan
kewenangannya, yaitu Putusan BPSK Kabupaten Bandung No.04/PDT.KONS/2015/BPSK.B.Bdg dalam
hal memutus keberatan yang diajukan Oleh PT. Candratex Sejati dan PT. Asian Cotton Industri
Terhadap BP]S Cabang Soreang dimana PT. Candratex Sejati dan PT, Asian Cotton Industri diberikan
sanksi oleh BPJS cabang Soreang karena dianggap tidak mematuhi aturan tentang keikutsertaan
karyawan menjadi anggota BPJS. Kedua perusahaan tersebut membuat pengaduan kepada BPSK terkait
sanksi yang diberikan oleh BPJS, dan BPSK memutuskan yang pada intinya bahwa BP]S Kesehatan
Cabang Soreang telah mekukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat karena melakukan monopoli dan

~

Ibid.,

Muhammad Yasin, “Palu Hakim Konsisten Koreksi Kewenangan BPSK”,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8d57180b266/palu-hakim-konsisten-koreksi-kewenangan-
bpsk, diakses 3 September 2019.
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monopsony dalam uszha jasa, Menghukum BPJS Kesehatan Cabang Soreang untuk mengubah
kebijakan yang telah dilakukan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan monopsony atau
menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan sebagian besar konsumen (masyarakat)
dan memerintahkan kepada BPJS Cabang Soreang untuk menghentikan penyalahgunaan posisi yang
dominan dalam menawarkan jasa serta Menghukum BPJS Cabang Soreang berikut Manager dan Staf
pelaksana secara tanggung rentang berupa pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta
rupiah).

Dalam hal ini, sangat jelas bahwa BPSK telah keliru menafsirkan posisi BPJS Kesehatan yang
dianggapnya sebagai pelaku usaha, padahal keberadaan BPJS Kesehatan merupakan amanat dari UU
No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam menjalankan amanat tersebut, maka BPJS Kesehatan
berpedoman kepada Pedoman Umum Good Governance BP]S Kesehatan; Board Manual BPJS
Kesehatan serta Kode Etik BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hubungan antara BPJS cabang Soreang dengan PT.
Candratex Sejati dan PT. Asian Cotton Industri bukanlah hubungan antara pelaku usaha dengan
konsumen. Seharusnya, BPSK sejak awal tidak menerima perkara tersebut karena tidak termasuk dalam
ruang lingkup kewenangan BPSK tetapi merupakan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) karena keputusan BP]S Kesehatan cabang Soreang merupakan keputusan pejabat tata
usaha negara (beschikking).

C. PENUTUP

Bila dilihat secara seksama, bahwa keberadaan BPSK sangatlah dibutuhkan dalam
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam tahapan menyelesaikan gugatan
yang diajukan kepadanya, BPSK menggunakan model small claims tribunal. Konsep ini mempunyai
potensi menjadi opsi penyelesaian sengketa konsumen terbaik dan paling diminati. BPSK dapat
berperan sebagai jembatan antara tata cara ADR (Alternatif Dispute Resolution) yang sederhana dengan
prosedur pengadilan yang memiliki prosedur formal. Perpaduan ini sejogyanya menciptakan
keseimbangan antara pelaku usaha, konsumen, serta pemerintah karena BPSK merupakan penyelaras
konflik kepentingan.

Tapi pada kenyataannya di lapangan, BPSK kurang dapat menampilkan kesan sebagai lembaga
yang sangat diharapkan untuk menyeleraraskan konflik kepentingan antara konsumen, pelaku usaha
dan pemerintah. Hal ini terlihat dari banyaknya putusan BPSK yang dianulir oleh Pengadilan Negeri
dan MA yang kesemuanya itu menunjukan bahwa kurang terdapat sinkronisasinya BPSK dengan
berbagai paradigma yang ada khususnya terkait penerapan hukumnya.

Kesemuanya ini menunjukan bahwa di dalam BPSK itu sendiri terdapat berbagai kekurangan
yang harus segera dibenahi oleh pemerintah agar BPSK dalam perannya dapat memaksimalkan potensi
yang ada. Adapun kekurangan BPSK dimaksud antara lain terkait kekurangan sumber daya manusia
yang andal dan professional, tingkat pengawasan yang rendah serta pembinaan kurang intensif, kurang
koordinasi antara Aparat Penanggung Jawab.

Sudah menjadi tanggungjawab kita semua bahwa BPSK harus dimaksimalkan perannya dengan
cara pembenahan yang optimal dimulai dari pemilihan anggota BPSK yang benar-benar menguasai
bidangnya secara handal melalui penguasaan ilmu hokum pada umumnya dan khususnya terkait
hokum perlindungan konsumen, disamping ditingkatkan lagi pengawasan dan pembinaan dari pejabat
yang berwenang dan lain sebagainya.

Harapan kita semua, bahwa kiprah BPSK akan sangat diminati oleh masyarakat jika BPSK
mampu memaksimalkan potensi yang ada dan salah satu indikator keberhasilan BPSK dalam
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PROSIDING

memaksimalkan perannya adalah tidak ada lagi putusan-putusan BPSK yang dianulir dan dibatalkan
oleh Pengadilan Negeri dan MA. Semoga......
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